KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung, perlu dibentuk Badan Koordinasi
Kehumasan (BAKOHUMAS) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana
Tidung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5036);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246) sébagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35
Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870) sébagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



10.

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 531);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
193);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilithan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaiman telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561 /HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542 /HM.03.5-
Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA

TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG.

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan

susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

Susunan Pengurus Badan  Koordinasi Kehumasan

(BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas :

a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung dengan Bakohumas Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bakohumas
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara serta
Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk kelancaran arus

informasi antara satuan kerja;



b. Melakukan koordinasi dan Kkerjasama dengan Badan
Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah
Tingkat Daerah;
c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.
d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi
kehumasan yang diperlukan; dan
e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada
Ketua.
KETIGA : Biaya berkenaan diterbitkannya keputusan ini dibebankan
pada Anggaran (DIPA) APBN Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tana Tidung.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TIDUNG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

AMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM
o N INSTANSI PENGURUS
1. | APRIADI Ketua KPU Kabupaten
Tana Tidung

Anggota KPU Kabupaten
Tana Tidung
Anggota KPU Kabupaten Pembina
Tana Tidung
Anggota KPU Kabupaten

2. | ALAM SAPUTRA

3. | ALFONSIUS CENGKAR

4. | IHSAN HARIADI

Tana Tidung
5. | RAMSYAH Anggota KPU Kabupaten
Tana Tidung
6. | ZAINAL ILHAM BARKATI Plt. Sekretaris KPU Ketun
" | NIP. 198501062010121001 Kabupaten Tana Tidung
- | M. FAJRUL FALAH ZIHAN Hulifl‘;lba‘fi stigisé’an
" | NIP. 199605252019031004 g SDMyar
Kasubbag Teknis Ketas S clnksann

o | BAYUAJI ANTIO SUMBOGO Mot Serail
* | NIP. 199208232019031010 SHYCELEEALant, Tetmiu
dan Hukum

HENRY DEVANTORO
9 | NIP.199711182025061014 Staf Pelaksana

REDI NURPANI PUTRA

10. | NIPPPK.199003252024211013 Staf Pelaksana Pelaksana
11. | NOVIA RIZKY DINDA ANDRIANI Staf Non ASN
12. | MAULANA Staf Non ASN

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 12 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.

APRIADI




